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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sejenis  

Anggoro (2017) Bermula dengan permasalahan bertambahnya kendaraan 

bermotor untuk kegiatan sehari – hari menyebabkan kemacetan karena tidak 

diimbangi dengan fasilitas parkir yang berakhir dengan banyaknya parkir on street, 

untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di 

kota Yogyakarta maka peneliti melakukan rencana pengadaan kereta api diesel 

perkotaan dengan relasi Magelang – Yogyakarta – Bantul yang mengacu pada 

Urban Railway Development of Yogyakarta City 2016.   

Dalam penelitian tersebut terbagi menjadi dua skenario yaitu skenario rute 

selatan dan rute utara, untuk rute utara akan melayani 17 stasiun sedangkan untuk 

rute selatan akan melayani 9 stasiun. Rute dan stasiun yang dilewati merupakan 

bagian dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentnag Rencana 

Induk Perkertaapian Provinsi Tahun 2017 – 2036, dari rute tersebut peneliti ingin 

mengetahui biaya pokok kereta api perkotaan relasi Magelang-Yogyakarta-Bantul, 

biaya pokok tersebut akan dijadikan pedoman untuk menentukan besaran tarif 

kereta api perkotaan relasi Magelang-Yogyakarta-Bantul. Metode yang digunakan 

dalam menghitung dan menganalisis biaya operasional kereta perkotaan Magelang-

Yogyakarta-Bantul adalah dengan mengacu metode Dirjen Perhubungan Darat 

Melalui Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 69 Tahun 2014. Data yang 
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diperoleh untuk melakukan analisis tersebut berasal dari kantor Daerah Operasi VI 

Yogyakarta, pengolahan data biaya pokok dan penetapan tarif diolah menggunakan 

Software Microsoft Excel. 

Hasil dari perhitungan tersebut didapatkan biaya pokok kereta api perkotaan 

Magelang-Yogyakarta-Bantul dalam skenario satu sebesar Rp 1.981.876/lintas 

sedangkan rute selatan sebesar Rp 969.903/lintas, untuk skenario dua rute utara – 

selatan sebesar Rp 3.429.640/lintas dan rute selatan Rp 969.893/lintas. Dari 

perhitungan biaya pokok tersebut dihitung tarif jarak pada skenario satu rute utara 

sebesar Rp 9.732 /penumpang, rute selatan Rp 16.566/penumpang. Dalam skenario 

dua rute Utara – Selatan besaran tarif jarak sebesar Rp 17.151/penumpang dan rute 

selatan sebesar Rp 13.138/penumpang. Perbedaan tarif dari setiap masing – masing 

skenario dipengaruhi beberapa hal seperti harga perolehan sarana, jarak 

tempuh,utilisasi sarana, dan jumlah penumpang.  

(Fricilia dan Legowo, 2013) melakukan penelitian terkait tarif menggunakan 

PM 38 tahun 2011 dengan konsep surplus pada sarana Madiun Jaya Ekspress,  

kereta Madiun Jaya Ekspress merupakan kereta ekonomi yang melayani rute relasi 

Yogyarta – Madiun dengan system pembayaran berdasarkan jarak tempuh. PT KAI 

menerapkan tarif kereta Madiun Jaya Ekspress dari Yogyakarta menuju Madiun 

sebesar Rp 40.000 per penumpang sedangkan untuk Yogyakarta – Sragen, Solo 

menuju Madiun dan Yogyakarta – Solo dikenakan tarif sebesar Rp 20.000 per 

penumpang, tentunya tarif tersebut dinilai lebih mahal dibandingkan kereta 

Prameks relasi Yogyakarta – Solo non AC dengan tarif Rp 10.000, untuk itu peneliti 

merasa perlu dilakukan evaluasi tarif dengan menggunakan biaya operasional 
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kereta api sebagai dasar dalam menentukan tarif serta memperhitungkan 

kemampuan daya beli dari masyarakat (A-WTP). 

Metode dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada keputusan Menteri 

Perhubungan No 38 Tahun 2011 dan Konsep Surplus, data yang diperoleh untuk 

melakukan analisis tersebut dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder, 

data primer diperoleh dari hasil wawancara penumpang terkait (A-WTP) sedangkan 

data sekunder diperoleh dari PT KAI. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah tarif 

kereta Madiun Jaya Ekspress saat ini belum  memenuhi biaya operasional kereta 

api pada rute Madiun – Yogyakarta dimana hasil analisis biaya operasional kereta 

api sebesar Rp 52.884 dengan tarif sebesar Rp 50.000 sedangkan untuk rute Madiun 

– Sragen dan Yogyakarta – Solo biaya operasional kereta api sebesar Rp 21.364, 

dengan tarif perjalanan Rp 20.000. Untuk rute sebaliknya yaitu rute Madiun – Solo 

dan Yogyakarta – Solo sudah memenuhi tarif biaya operasional kereta api sebesar 

Rp 31.520 dengan tarif jarak sebesar Rp 40.000. dalam analisis WTP ditemukan 

beberapa hal seperti untuk rute Madiun – Yogyakarta WTP > Tarif >ATP dengan 

besaaran Rp 51.375 > Rp 50.000 > Rp 45.458. rute Madiun – Solo dan Yogyakarta 

– Sragen memiliki kondisi Tarif >WTP>ATP dengan besaaran  Rp 40.000 > Rp 

37.173 > Rp 35.179. dapat disimpulkan bahwa rute tersebut kemampuan 

masyarakat untuk membayar layanan tersebut masih rendah, sedangkan rute 

Madiun – Sragen dan Yogyakarta – Solo memiliki kondisi ATP > Tarif > WTP 

dengan besaran Rp 22.530 > Rp 20.000 > Rp19.563, rute tersebut kemampuan 

masyarakat untuk membayar layanan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang 
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sudah ditetapkan, untuk itu tarif tersebutsudah memenuhi daya beli terhadap 

layanan.  

Intani (2017) menulis tentang rencana pengembangan urban railway 

Yogyakarta tahun 2016, dalam rencana tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi 

tingkat kemacetan yang terjadi. Dalam rencana tersebut terdapat dua tipe skenario, 

skenario pertama adalah rute selatan dan kedua adalah rute utara. Untuk 

mewujudkan rencana tersebut peneliti menghitung dan menganalisis biaya 

operasional kereta api listrik serta menetapkan tarif. Metode perhitungan mengacu 

pada PM 69 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dirjen perhubungan darat. 

Sedangkan data yang digunakan hanyalah data sekunder yang berasal dari PT KAI 

DAOP VI dan beberapa referensi dari internet 

Hasil dari analisis ini didapatkan bahwa untuk rute pertama yaitu rute selatan 

diperoleh biaya operasional sebesar 716,157/lintas dan tarif dasar sebesar Rp 

298,00/penumpang per km, sedangkan untuk rute utara diperoleh biaya operasional 

sebesar Rp 1.039.678 /lintas dan tarif dasar Rp 169,00 penumpang per km. Peneliti 

juga menghitung rute gabungan dengan hasil biaya operasional sebesar Rp 

1.787,278,97/lintas dan tarif dasar Rp 172,00 penumpang per km 

Penelitian Ignatius dkk., (2020) meneliti tentang analisis ATP-WTP terhadap 

tarif KRL Lintas Tanah Abang-Rangkasbitung di Stasiun Jurang Mangu, dalam 

penelitiannya analisis ATP memperhitungkan berbagai faktor seperti besar 

penghasilan, kebutuhan transportasi, tarif yang ditawarkan, dan persentase 

penghasilan. Sedangkan pada analisis WTP terdapat faktor yang mempengaruhi 



13 
 

 
 

seperti produk/jasa yang ditawarkan,kantitas dan kualitas pelayanan, utilitas,dan 

penghasilan pengguna. Jenis penelitiannya merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif, berlokasi pada Stasiun Jurang Manggu. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder dan data primer, data sekunder berupa dokumentasi 

penelitian terkait tarif dan jadwal, sedangkan data primer berisikan hasil survei 

kuesioner kepada 100 penumpang. Dalam analisisnya digunakan analisis 

karakteristik responden, analisis ATP dan WTP. 

Hasil dari penelitian ATP-WTP tarif KRL para pengguna dikenakan biaya 

sebesar Rp3000 untuk jarak yang kurang dari 25km, sedangkan pada analisis ATP 

di Stasiun Jurang Manggu para pengguna dinilai setuju dan mampu apabila tarif 

yang berlaku saat ini Rp 3000, akan naik Rp 1000 sampai dengan Rp2000 dengan 

nilai kesetujuan mencapai 100%, apabila jika dinaikan menjadi Rp3000 tingkat 

perolehan kesetujuan hanya 54%, kenaikan Rp 4000 disetujui 39%, sedangkan pada 

analisis WTP jika tarif dinaikan Rp1000 disetujui 100%, Rp2000 dan Rp3000 

disetujui 92% , Rp4000 disetujui 77%. Nilai ATP-WTP dengan terhadap tarif yang 

berlaku saat ini Rp 3000 yaitu Rp4.825 dan Rp5.057 

Selain itu terdapat penelitan terhadap tarif kereta api yang dilakukan oleh 

Atlantea (2019) dengan Kereta Api Kalijaga Solo Balapan – Semarang Poncol 

menggunakan analisis berdasarkan biaya operasional menggunakan peraturan 

menteri perhubungan no. 17 tahun 2018, dilanjutkan dengan analisis ATP-WTP. 

Dalam penelitiannya analisis tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui tarif kereta 

api dengan dasar biaya operasional kereta api kemudian dibandingkan dengan tarif 

lapangan yang ada dan terakhir mengetahui harga yang sesuai menggunakan ATP 
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dan WTP. Sedangkan data yang digunakan berupa kapasitas tempat duduk, jadwal 

perjalanan, jumlah penumpang, komponen BOKA dan tarif.  

Hasil dari penelitian tersebut mendapatkan biaya operasional kereta sebesar 

Rp 19.409.800.062 dengan pendapatan sebesar Rp 1.877.230.000 dari load factor 

lapangan sebesar 33% didapatkan tarif sebesar Rp 105.709,00/pnp, tarif tersebut 

ternyata lebih tinggi daripada tarif yang sudah ada yaitu Rp10.000 hal tersebut 

terjadi karena kereta Kalijaga merupakan kereta yang mendapatkan subsidi dari 

pemerintah, menurut peneliti dengan tarif seperti itu maka kereta api Kalijaga 

mengalami kerugian namun dapat ditutupi dengan mendapatkan subsidi dari KA 

Bengawan, kemudian untuk analisis ATP didapatkan tarif Rp 8000 – Rp 17.582 dan 

analisis WTP diperoleh harga Rp 28.230 – Rp 31.870. 

Penelitian tentang kajian biaya operasi kereta api yang dilakukan oleh (Astuti 

& Jamaludin 2018) membahas tentang perhitungan biaya operasi kereta, 

menurutnya perhitungan biaya operasional belum kompetitif jika dibandingkan 

dengan komponen perhitungan biaya operasi di negara lain. Dalam penelitian ini 

contoh biaya operasional yang diteliti menggunakan kereta listrik tipe KFW i9000 

dari perhitungan biaya operasional didapatkan biaya modal Rp528.337, biaya 

operasi Rp 1.474.536, biaya langsung tidak tetap Rp 2.261.449, biaya tidak 

langsung tidak tetap Rp 7.569.808 dan biaya perawatan Rp 17.936.443, total biaya 

operasional KRL KFW i9000 adalah Rp17.936.443 dari beberapa komponen biaya 

operasional tersebut kemudian dilakukan perhitungan persentase dengan hasil 

untuk biaya langsung 23% terhadap biaya operasi, 77% untuk biaya tidak langsung, 

6% biaya perawatan. Jika dibandingkan dengan negara inggris, biaya perawatan 
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negara tersebut 16%-30%  lebih besar daripada di indonesia yang hanya 6% dan 

biaya operasi di Inggris sekitae 66%-73% sedangkan di indonesia sangat besar 

hingga 91%. Menurut peneliti perlu dilakukan kebijakan baru untuk memperkecil 

persentase biaya tidak langsung demi meningkatkan daya saing. 

  


